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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menjelaskan latar belakang fatwa Majelis Tarjih dan
Tajdid Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 dan Dewan Hisbah Persis Nomor 21 Tahun 1987; (2)
Mengidentifikasi dasar hukum dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 6 Tahun
2010 dan Dewan Hisbah Persis Nomor 21 Tahun 1987; (3) Menganalisis pertimbangan serta dampak
implikasi dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 dan Dewan
Hisbah Persis Nomor 21 Tahun 1987. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perbanding-
an (komparatif) dan metode analisis deskriptif normatif. Sumber data yang digunakan adalah
sumber primer dan sekunder, dengan penelitian menggunakan data kualitatif dan metode
pengumpulan data melalui penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kedua fatwa
tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas pertanyaan dari anggota jama'ah, untuk memberikan
kejelasan hukum kepada mereka; (2) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan bahwa
rokok haram berdasarkan nash atau dalil tertentu, sementara Dewan Hisbah Persis tidak
menemukan dalil yang secara spesifik menyatakan bahwa rokok haram; (3) Pertimbangan utama
dari kedua fatwa tersebut adalah untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan lingkungan yang
sehat bagi masyarakat, namun dampaknya tidak begitu terlihat jelas karena sifat fatwa yang tidak
mengikat.

Kata-kata Kunci: Fatwa, Dewan Hisbah Persis, Rokok, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
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Abstract: The aim of this research is to: (1) Explain the background of the fatwas issued by
the Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah Number 6 of 2010 and the Dewan Hisbah
Persis Number 21 of 1987; (2) Identify the legal basis of the fatwas issued by the Majelis Tarjih and
Tajdid Muhammadiyah Number 6 of 2010 and the Dewan Hisbah Persis Number 21 of 1987; (3)
Analyze the considerations and implications of the fatwas issued by the Majelis Tarjih and Tajdid
Muhammadiyah Number 6 of 2010 and the Dewan Hisbah Persis Number 21 of 1987. This research
uses a comparative approach and normative descriptive analysis method. Primary and secondary
sources of data are utilized, with qualitative data and data collection methods through literature
research. The research findings indicate that: (1) Both fatwas were issued in response to inquiries
from congregation members, aiming to provide legal clarity to them; (2) Majelis Tarjih and Tajdid
Muhammadiyah stated that smoking is forbidden based on specific texts or references,
while Dewan Hisbah Persis did not find specific evidence declaring smoking as forbidden; (3) The
main consideration of both fatwas is to promote a healthy lifestyle and environment for the
community, although the impact is not clearly evident due to the non-binding nature of fatwas.

Keywords: Fatwa, Dewan Hisbah Persis, Smoking, Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah

Pendahuluan
Kebiasaan merokok sudah bukanlah menjadi hal yang aneh di Indonesia. Hal

tersebut disebabkan karena banyaknya perokok dan juga kegiatan merokok yang
seringkali kita jumpai di sekitar kita, sehingga hal tersebut merupakan hal yang biasa.
Dari segala kalangan masyarakat, dari mulai kalangan yang berpendidikan tinggi hingga
kalangan awam, dari kalangan dewasa bahkan hingga anak-anak, dan dari kalangan
pemuka agama hingga umatnya, tidaklah lepas dari kebiasaan merokok. Merokok adalah
tindakan membakar tembakau kemudian menghisap asapnya dengan menggunakan rokok
maupun pipa. Bagi kebanyakan orang merokok merupakan suatu simbol kedewasaan, pen-
carian identitas diri dan menjadi suatu kegiatan pelampiasan atas sarana dalam menyikapi
berbagai persoalan yang dialami oleh sang perokok. Ditambah dengan adanya unsur nikotin
di dalam rokok, tentunya merokok akan menjadi suatu ketergantungan.

Zat kimia yang terkandung dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seseorang.
Meskipun demikian, rokok tetap menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan.
Meskipun rokok telah diakui sebagai salah satu masalah global, konsumsi rokok di seluruh
dunia terus meningkat. Indonesia adalah salah satu negara dengan peningkatan konsumsi
rokok yang signifikan dari waktu ke waktu. Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia
Tenggara dalam jumlah perokok tertinggi, dengan jumlah perokok mencapai 62,8 juta orang
dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun. Saat ini, perilaku merokok tidak hanya
ditemui pada orang dewasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021 (Qoni’ &
Hitipeuw, 2022), terdapat 7,14% remaja laki-laki dan 0,09% remaja perempuan (usia < 18
tahun) yang merokok di Indonesia. Sebanyak 19,2% pelajar (usia 13-15 tahun) sudah pernah
menggunakan produk tembakau.

Rokok merupakan produk yang diolah dari tembakau dalam kemasan, seperti
cerutu atau bentuk lain yang dibuat dari tanaman Nicotiona tabacum, menurut PP No.
81 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1). Spesies lain dari Nicotiana rustica dan rekan sintetisnya.
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Merokok bukanlah suatu kegiatan yang menjadi penyebab penyakit, tetapi
dengan merokok dapat menjadi suatu penyebab munculnya suatu penyakit, sehingga
dapat disimpulkan bahwa dengan rokok tidaklah menyebabkan suatu kematian, tetapi
dengan merokok dapat menimbulkan suatu penyakit yang dapat menyebabkan
kematian. Bahkan menjelang tahun 2030, diprediksi akan ada kematian hingga men-
capai 10 juta orang pertahunnya akibat merokok, dan tingkat kematian di negara ber-
kembang yang disebabkan oleh okok mencapai 70% kematian. Pada tahun 2030,
diperkirakan angka kematian akibat konsumsi tembakau akan mencapai 10.000 orang
per tahun, dengan sekitar 70% dari kematian tersebut terjadi di negara-negara ber-
kembang, termasuk Indonesia (Saktyoati, 2018).

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Pada umumnya, telah
beredar bahwa hukum merokok adalah makruh. Hal ini menjadikan para perokok
merasa aman, karena dengan merokok mereka tidak akan mendapatkan dosa, karena
hukum rokok adalah makruh, bukan haram.

Namun, tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa hukum merokok adalah
haram. Pengharaman status hukum merokok tentunya membuat para perokok ter-
heran-heran dan merasa kaget. Para perokok merasa ganjil serta aneh terhadap orang
yang mengatakan bahwa hukum merokok adalah haram.

Syari’at Islam merupakan hukum yang bersifat fleksibel, dinamis dan elastis
sehingga keselarasan antara prinsip hukum Islam dan perkembangan manusia dapat
selalu seimbang. Syari’at Islam mengatur berbagai macam pola kehidupan manusia,
sehingga dapat menjadi solusi di tengah permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Salah satu pemecah masalah di tengah problematika umat yaitu dengan adanya
fatwa. Kedudukan fatwa sangat strategis dan penting. Posisi seorang pemberi fatwa
(mufti) memiliki keunggulan dan kepentingan yang strategis. Menurut Imam Asy-
Syathibi, yang dianggap sebagai penerus spiritual Nabi Muhammad SAW, para mufti
memiliki tanggung jawab yang mirip dengan ahli waris para nabi dalam menyampaikan
ajaran Islam, memberi pelajaran kepada umat, serta memberikan peringatan agar
manusia lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan..

Sehingga, fatwa dapat diartikan sebagai penjelasan tertentu terkait hukum
syari’at, yang dihasilkan melaluiproses penggalian hukum-hukum syari’at dari dalil-dalil
syari’at (ijtihad). Dengan kata lain, fatwa selalu terikat dengan bahasan dan keberadaan
ijtihad. Ini terjadi karena fatwa diberikan untuk kepentingan umum dandikeluarkan oleh
para alim ulama yang ahli terhadap pembahasan hukum Islam.

Maka oleh karena itu, di tengah menyikapi pro dan kontra masyarakat tentang
hukum merokok, diperlukan suatu fatwa yang bertujuan dapat menjadi penerang serta
pemecah solusi bagi masyarakat. Dalam menyikapi hal ini, diantaranya terdapat dua
lembaga ormas yang mengeluarkan fatwa mengenai hukum rokok. Pertama, Fatwa
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Maijelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 06/SM/MTT/Ill/2010. Kedua, Fatwa
Dewan Hisbah Persatuan Islam Nomor 021/PP-05/A1/.87.

Pertama, Muhammadiyah adalah sebuah kelompok gerakan pembaharuan Islam
yang mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga saat ini. Didirikan oleh K.H Ahmad
Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, organisasi ini bertujuan untuk
menyebarkan ajaran Islam. Salah satu bentuk dakwah Islam dari Muhammadiyah adalah
dengan adanya pembentukan Majelis Tarjih yang memiliki fungsi yaitu mengeluarkan
fatwa atau kepastian hukum, sehingga dapat menjadi pedoman bagi para anggotanya.
Saat didirikan dan diajukan pengesahannya kepada pemerintah Hindia Belanda,
Muhammadiyah menggunakan tanggal dan tahun Masehi. Adapun waktu tersebut
bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah. Pendiri Muhammadiyah adalah
seorang Kyai yang dikenal alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yaitu Kyai Haji Ahmad
Dahlan, yang nama kecilnya adalah Muhammad Darwisy. Muhammadiyah didirikan
sebagai sebuah organisasi atau perkumpulan resmi yang sering disebut "Persyarikatan",
dan pada waktu itu disebut "Persjarikatan Moehammadijah" (Nasir, 1994, him. 15).

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya dalam hal ini menetapkan
status Haram Merokok. Adapun fatwa tentang hukum merokok yang dikeluarkan oleh
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah Nomor 06/SM/MTT?III?2010 yaitu
“hukum merokok adalah haram”. Untuk mendukung pernyataaan tersebut, Majelis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memaparkan beberapa poin argumentasi dibalik
status pengharaman dari merokok.Kedua, Persatuan Islam atau sering dikenal Persis
adalah sebuah kelompok kajian dari kelompok yang mengkhawatirkan kondisi umat
Islam, baik dalam aspek agidah, ibadah dan akhlakyang terperangkap dalam berbagai
praktik bid’ah. Di dalamnya terdapat suatu lembaga khusus yang fokus membahas
tentang perkembangan pemikiran Islam serta masalah yang terjadi yaitu Dewan Hisbah.

Persatuan Islam melalui Dewan Hisbahnya menetapkan status makruh atau tidak
haram terhadap merokok. Adapun fatwa tentang hukum merokok yang dikeluarkan
oleh Dewan Hisbah Persis yaitu pada fatwa Nomor 021/PP-05/A1/. 87. Dalam putusan
fatwanya yang singkat, dibandingkan dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.
Dewan Hisbah Persis, menetapkan bahwa ‘“hukum merokok makruh”.

Menimbang dari perbedaan pendapat tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah menetapkan bahwa status rokok itu haram. Sedangkan, Dewan Hisbah
Persis menetapkan bahwa status hukum merokok itu tidak haram atau makruh. Maka
dari itu, penulis tertarik untuk mendalami, meneliti serta menganalisis kedua fatwa
tersebut, baik dari persamaan atau perbedaannya. Penulis melakukan penelitian dengan
judul Hukum Merokok Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 6 Tahun
2010 dan Dewan Hisbah Persis Nomor 21 Tahun 1987.
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Metodologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, sebab matero
serta hasil yang diperoleh tidaklah melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain.
Serta penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitif yaitu dengan cara
mendeskripsikan serta menganalisis antara fatwa Dewan Hisbah Persis dan fatwa
Maijelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Penulisan penelitian ini menggunakan data
kualitatif, khususnya proses melakukan penelitian pada sumber tertulis dan sumber
yang berhubungan dengan pembicaraan yang relevan dengan penelitian yang
dilakukan. Adapun sumber data terdiri dari dua macam, yaitu:

Data primer merupakan sumber utama yang menjadi bahan rujukan dalam kajian
penelitian ini, adalah: Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor
06/SM/MTT/I11/2919 Tentang Hukum Merokok. Fatwa Dewan Hisbah Persis Nomor
021/PP-05/A1/.87 Tentang Hukum Rokok. Data Sekunder, Informasi sekunder yang
digunakan sebagai tambahan untuk mendukung data primer dikenal sebagai data
sekunder. Data sekunder ini dapat berasal dari buku, jurnal, atau artikel yang relevan
dengan topik yang sedang diteliti dan dapat diakses melalui perpustakaan.

Teknik Pengumpulan Data. Data yang didapat dari penelitian ini termasuk
kedalam jenis penelitian pustaka (library research), yakni peneliti mengumpulkan data
yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan yang
sedang diteliti. Pada dasarnya penulis menggunakan pengetahuan yang telah ada, yang
diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Dengan cara mengkaji pengetahuan yang telah
ada, yang dituangkan dalam bentuk jurnal-jurnal, maka penulis mempelajari setiap
pengetahuan tersebut dengan cara mengamati serta mengidentifikasi pengetahuan
tersebut. Hal ini disebut dengan istilah telaah pustaka (literature review).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar Belakang Kedua Fatwa
Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
Dewan Tarjih dan Tajdid adalah organisasi fatwa yang bertugas memberikan solusi

untuk menyelesaikan berbagai masalah teologis yang dihadapi umat Islam dan non-Muslim.
Untuk itu, pilihan dan persyaratan yang telah diberikan atau dituangkan dalam suatu fatwa
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Organisasi
Islam Muhammadiyah mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 tentang legalitas merokok
melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya. Sejak dikeluarkannya fatwa yang timbul dari
persetujuan bersama dalam Halagah Tarjih tentang Figh Pengendalian Tembakau yang
dilakukan pada Maret 2010 M dan mengklarifikasi bahwa merokok itu haram, telah diubah
dan sekarang dianggap tidak berlaku lagi.

Dewan Tarjih dan Tajdid percaya bahwa rokok menyebabkan lebih banyak kerugian
daripada kebaikan dari perspektif masyarakat (maslahah mursalah). Akibatnya, Majelis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memberikan alasan fatwa merokok mereka
adalah bahwa rokok tidak sesuai dengan beberapa aspek tujuan syari’ah (maqashid
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syari’ah). Baik perokok agresif maupun pasif sangat membahayakan nyawa mereka saat
mereka merokok.

Fatwa Dewan Hisbah Persis
Salah satu organisasi peradilan yang dimiliki Persis adalah Majelis Hisbah. Nama

organisasi ini sebelumnya bernama Lembaga Majelis Ulama yaitu pada masa pemerintahan
Isa Anshary (1948-1966). Karena keberadaan badan hukum informal yang ada sebelum
pengumuman Persissudah dikenal sejak awal. Majelis Hisbah sebelumnya dikenal dengan
nama Majelis Ulama, namun sejak tahun 1962 sampai tahun 1983 di bawah pimpinan K.H. E.
Abdurrahman, Persis, Majelis Ulama mengganti namanya menjadi Majelis Hisbah. Meski
demikian, tugas Dewan Hisbah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk lebih mendorong kinerja Dewan Hisbah, maka dibentuk 3 komisi dari Dewan
Hisbah dengan tugas sebagai berikut: (1) Komisi Ibadah Mahdlah, yaitu badan yang
bertanggung jawab dalam menyusun konsep pedoman praktis pelaksanaan ibadah untuk
memberikan bimbingan kepada anggota dan calon anggota, merumuskan hasil awal
pembahasan dalam sidang komisi, serta memaparkan hasil sidang komisi dalam sidang
penuh. (2) Komisi Muamalah, yaitu badan yang bertanggung jawab untuk mengadakan
diskusi tentang isu-isu sosial yang timbul di masyarakat, baik berdasarkan hasil pengamatan
langsung maupun masukan dari komisi lain atau sumber eksternal, merumuskan hasil
pembahasan awal di bidang komisi, dan memaparkan temuan sidang komisi secara utuh.
(3) Komisi Aliran Sesat, yaitu yang bertanggung jawab untuk melakukan studi dan diskusi
tentang sekte-sekte baru di masyarakat, merumuskan hasil diskusi yang menguntungkan
komisi, dan membuat presentasi hasil sepenuhnya berpihak padakomisi-komisi dalam
sidang lengkap.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Majelis Hisbah adalah suatu badan khusus
Persis yang dipersiapkan untuk menghadapi munculnya isu-isu atau persoalan-persoalan
baru di masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, berdasarkan
pertanyaan jama’ah dan temuan pemeriksaan anggotanya, mereka melakukan
penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan ibadah mahdlah dan
memberikan fatwa hukum Persis kepada jama’ah.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang diturunkannya fatwa ini,
berasal dari pertanyaan jama’ah yang mana sudah menjadi tugas pokok bagi Dewan
Hisbah untuk memberikan penjelasan agar masyarakat tidak kebingungan atas hukum
rokok.

Dalil Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
Amar yang dikeluarkan dalam fatwa hukum merokok dari Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah:
1. Peraturan perundang-undangan dituntut untuk bekerja secara optimal untuk
mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang maksimal dan menumbuhkan
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suasana yang kondusif untuk mewujudkan pola hidup sehat yang merupakan hak
setiap individu dan salah satu tujuan syari’ah (maqasid asy-syari’ah).

Merokok dihukumi haram karena:

a.

Merokok termasuk kedalam perbuatan melakukan khabais yang dilarang dalam
Al-Qur’an (Q.S 7: 157).

Merokok dianggap sebagai tindakan yang dapat membawa seseorang menuju
kebinasaan dan bahkan dianggap sebagai tindakan bunuh diri secara perlahan,
oleh karena itu bertentangan dengan larangan Al-Qur’an dalam (Q.S 2: 195 dan
4:29).

Merokok bertentangan dengan prinsip syari’ah yang terdapat dalam hadits Nabi
SAW yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan diri sendiri
atau orang lain. Dengan mengandung zat adiktif dan berbahaya yang diakui oleh
para ahli medis dan akademisi, merokok berpotensi membahayakan bagi para
perokok dan orang lain yang terkena asap rokok.

Merokok dianggap sebagai tindakan yang melemahkan, yang bertentangan
dengan ajaran dalam hadits Nabi SAW yang melarang penggunaan bahan
memabukkan atau melumpuhkan. Rokok dikenal sebagai bahan kimia adiktif
dan mengandung bahan beracun yang melukai individu, meskipun tidak secara
instan tetapi seiring waktu.

Menghabiskan uang untuk membeli rokok dapat dianggap sebagai perilaku
boros, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur’an (17:26-27). Merokok
secara nyata membahayakan kesehatan manusia, baik bagi perokok itu sendiri
maupun orang lain yang terkena asap rokok.

Merokok bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah (magasid asy-syari’ah),
yang meliputi melindungi agama (hifz ad-din), jiwa dan raga (hifz an-nafs),
pikiran (hifz al-“aql), keluarga (hifz an-nasl), dan harta seseorang (hifz al-mal).
Menurut Al-Qur'an (Q.S 66:6), yang menyatakan: “Hai orang-orang yang
beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”, mereka yang tidak
pernah merokok atau tidak sedang merokok diwajibkan untuk menahan diri dari
merokok di sekitar orang yang dicintai.

Orang-orang yang telah terbiasa mengkonsumsi rokok diharapkan untuk
berupaya berhenti dari kebiasaan merokok sesuai dengan kemampuan mereka,
dengan memperhatikan ayat Al-Qur’an (Q.S. 29: 69):

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan
menunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar
bersama orang-orang yang berbuat baik.”

dan (QS. 2: 286):
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“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya:
dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia usahakan dan menanggung akibat
dari perbuatan yang dia lakukan.”.
Dan untuk melakukan ini, Puskesmas Muhammadiyah harus mencari fasilitas yang dapat
menawarkan rehabilitasi bagi orang-orang yang ingin berhenti merokok.
Dalil yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menentukan
haramnya rokok:
a. Agama Islam menjunjung tinggi semua yang benar dan melarang semua yang salah,
sebagaimana dinyatakan:
a5AlE JumlTs 35T § e Uisia Aiphnd 0T 0T U1 Uy 201 Gy il
Paie] e s SLAIT gl 255l el il Hady SSATT 8 a5 3l
Jfan U5t 0T 5507 1552315 b g3ins 593525 -4y Taials GuillBe e S3E (T LTS
Oyl e Sl
“(Yakni) orang-orang yang mengikuti Rasulullah, ummi Nabi yang (namanya) mereka
temukan tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada bersama mereka, yang memerintahkan
mereka melakukan apa yang shaleh dan melarang mereka melakukan apa yang munkar dan
menghalalkan segala sesuatunya. mereka. apa yang baik dan mengharamkan kepada
mereka segala keburukan dan menghilangkan beban dan belenggu yang ada pada mereka.
Maka orang-orang yang beriman kepadanya, menghormatinya, menolongnya dan
mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), merekalah orang-orang
yang beruntung.”. (Q.S 7:157).
b. Bunuh diri dan jatuh ke dalam kehancuran dilarang oleh Islam,: sebagaimana
dinyatakan:

Gl &t AT &1 Tk aLRT ) Kol T8 5 10T (e § T5d3f5

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu
ke dalam kehancuran, dan berbuatlah kebaikan, karena sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S 2: 195).

(525 oo 3 a5 o2 B33 685 o ¥) Ul o&is oT54T 15T o fodali T G
Lrms s O AT 3 &
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta yang lain
dengan cara yang tidak benar, kecuali dalam jual beli yang berdasarkan kesepakatan
bersama di antara kalian. Dan jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang
kepadamu” (Q.S 4: 29).
¢. Larangan mubazir atau menghabur hamburkan, sebagaimana dinyatakan:

sk 3068 Y5 JullT (375 nSuaTs 485 (348715 il 5
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“Dan berikanlah haknya kepada keluarga terdekat, kepada orang-orang miskin dan
orang-orang yang sedang bepergian, dan janganlah kamu menyia-nyiakan (hartamu)
dengan sia-sia.” (Q.S 7: 26-27).

d. Larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain, sebagaimana dinyatakan:

Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak

boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”.

e. Larangan melakukan perbuatan yang memabukkan dan melemahkan, sebagaimana
dinyatakan:

“Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah SAW melarang setiap yang memabukkan dan
setiap yang melemahkan” (H.R. Ahmad dan Ab-Dawud).

f.  Tujuan Islam adalah mengenal nilai kehidupan umat Islam di muka bumi (maqasid
asy-syari’ah). Tujuan-tujuan tersebut adalah perlindungan agama (hifz ad-din),
perlindungan jiwa/badan (hifz an-nafs), perlindungan akal (hifz al-‘aql),
perlindungan keluarga (hifz an-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal), semua
berkontribusi pada pencapaian tujuan ini.

- Perlindungan terhadap agama, yaitu dengan berpegang teguh pada berbagai
standar dan pedoman syari’ah yang mengatur tentang berbuat baik kepada
Allah, manusia, dan lingkungan alam. Seseorang dapat meningkatkan
ketakwaan melalui hubungan langsung dengan Allah SWT dan melalui interaksi
yang baik dengan sesama manusia dan lingkungan.

- Perlindungan terhadap jiwa/ raga, yaitu dengan melalui upaya menegakkan
taraf hidup yang sehat jasmani dan rohani serta dengan menghindari segala hal
yang dapat melukai dan merugikan orang lain secara fisik dan psikis, seperti
menghindari tindakan yang mengarah pada bunuh diri walaupun perlahan dan
tindakan yang mengarah pada kerusakan serius pada kehidupan seseorang,
sebagaimanaAl-Qur'an melarangnya.

- Perlindungan terhadap akal, yaitu dengan membangun intelektualitas
seseorang, termasuk mengejar pendidikan yang optimal dan menghindari apa
pun yang dapat menghalangi perkembangan kecerdasan manusia.

- Perlindungan terhadap keluarga, yaitu melalui upaya membina lingkungan
keluarga yang sakinah dan mengkampanyekan pola hidup sehat,terutama bagi
anak-anak yang merupakan masa depan bangsa dan masyarakat. Perlindungan
terhadap harta, yaitu melalui upaya pemeliharaan dan pertumbuhan aset
berwujud untuk mempertahankan kehidupan ekonomi yang sejahtera. Maka
dari itu, perlindungan ini dapat melibatkan larangan menghambur-hamburkan
uang dan harta benda untuk hal-hal yang tidak berguna atau bahkan merugikan
diri sendiri.
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Dalil Hukum Dewan Hisbah Persis

1. Dasar hukum serta dalil Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dalam menentukan
hukum rokok adalah keterangan para ahli yang hadir ketika Majelis Hisbah
Persatuan Islam memutuskan peraturan merokok pada 11 Juni 1987/15 Syawal 1407
H. Dr. Ading beserta Dr. Tuti:

a.

Nikotin adalah bahan kimia yang terkandung dalam tembakau, namun
tembakau itu sendiri bukanlah nikotin.

Nikotin memiliki dua sifat, yaitu penghambatan dan stimulasi. Jika kadarnya
rendah, itu hanya merangsang, jika kadarnya tinggi, itu menghambat. Namun,
reaksi bervariasi di antara individu. Oleh karena itu kedua sifat ini bergantung
pada individu..

Jika dikonsumsi sekaligus, nikotin berbahaya bagi manusia karena memiliki
kadar melebihi 60 gram.

Sampai saat ini, tembakau (rokok) hanya dikaitkan dengan induksi kanker pada
manusia, bukan perkembangan kanker yang sebenarnya.

Kadar nikotin dalam darah dan toleransi terhadapnya saling mempengaruhi,
seperti efek obat terhadap tubuh, dimana seseorang memerlukan dosis yang
lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama.

Perokok selalu dianggap bertanggung jawab atas banyaknya penyakit atau
tanda-tanda penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Meskipun penelitian
sedang dilakukan, tidak dapat dikatakan bahwa penggunaan tembakau ( rokok)
secara teratur akan membahayakan kesehatan banyak orang yang sudah
memiliki kebiasaan menggunakan tembakau atau merokok..

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa merokok menyebabkan penyempitan
pembuluh darah, menyakiti daerah jantung, atau berperan dalam proses
perkembangan penyumbatan arteri koroner.

Pengaruh nikotin secara psikis:

- Menimbulkan rasa nyaman.

- Menimbulkan kepercayaan diri.

- Menimbulkan ketenangan pikiran.

2. Al-Ust. H. M. Syarief Sukandi, dalam makalahnya dijelaksan bahwa beliau tidak
pernah memberihukum bahwa rokok itu haram.
3. Al-Ust. Suraedi:

a.
b.

Rokok merupakan masalah ijtihadiyyah.
Pentingnya bersikap hati-hati dalam menetapkan hukum halal dan haram pada
sesuatu yang belum ada hukumnya.

4. Al-Ust. Ghazali:

a.

Dalil-dalil yang disampaikan dalam makalahnya, tidak ada yang dapat
menghukumi bahwa rokok ituharam.
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b. Alhukm yaduru ma’al illati wujudan wa ‘adaman (Hukum itu beredar dengan
illahnya).

¢.  Rokok hukumnya makruh, yaitu lebih baik ditinggalkan atau tidak di lakukan.

5. Al-Ust. Aceng Zakariya:

a. Hukuman bagi orang yang minum khamradalah dera. Jika rokok sama dengan
hukum khamr, maka hukuman bagi yang mengkonsumsi rokok adalah dera.

b. Petai dan jengkol lebih mengganggu dari pada rokok.

c. Tidak ada teks eksplisit dan kuat dalam Al-Qur’an yang melarang merokok.

Fatwa PERSIS tersebut muncul karena beberapa alasan. Pertama, banyak
pertanyaan dari masyarakat, khususnya jamaah PERSIS, mengenai hukum merokok
menurut Dewan Hisbah. Kedua, semakin mudahnya akses untuk mengonsumsi rokok
oleh semua kalangan. Ketiga, usia perokok yang semakin mengkhawatirkan di
Indonesia. Keempat, meningkatnya jumlah perokok terutama di kalangan anak-anak.
Kelima, bertambahnya informasi dan penelitian mengenai bahaya merokok bagi
kesehatan. Keenam, kesadaran untuk lebih peduli terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam praktik sehari-hari, terdapat ulama PERSIS yang merokok dan ada juga
yang tidak. Tindakan atau perilaku ulama terhadap suatu masalah sering diikuti oleh
banyak masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Hisbah yang terdiri dari ulama PERSIS, baik
yang merokok maupun yang tidak, tidak mengharamkan merokok. Untuk menetapkan
hukum haram atau halal bukan hanya berdasarkan kerugian, dan dalam kasus merokok,
Dewan Hisbah belum mengeluarkan fatwa haram karena belum ditemukan dalil yang
kuat.

Menurut Dr. Ading dan Dr. Tuti yang hadir dalam penegakan hukum rokok, dalam
pernyataan para ahli tidak disebutkan bahwa rokok terbuat dari khamar atau
mengandung bahan yang terbuat dari khamar. Mereka juga mengklaim bahwa tidak ada
bukti yang menghubungkan merokok dengan penyakit serius seperti penyakit jantung,
kanker, atau lainnya, dan bahwa nikotin hanya dapat menjadi racun dalam dosis hingga
60 gram.

Dewan Hisbah Asosiasi Islam menyangkal aturan atau interpretasi merokok,
bantahannya yaitu:

1. Merokok dianggap sebagai perbuatan kerusakan, berdasarkan sebuah ayat dan
berikut bantahannya:

Oseliad G35 ) 1506 (o813 Ts0udd ¥ 230 s 1305

Dan ketika dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka
bumi.” Mereka menjawab: “sejujurnya kamilah yang melakukan perbaikan.” (Q.S 2:

11).
Ayat tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan masalah rokok. Namun,
menurut Dewan Hisbah Persis bahwa yang dimaksud fasad dalam ayat tersebut
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mengacu pada keluarnya sesuatu dari batas yang benar, sedangkan shalah merupakan
kebalikan dari al-i’tida. Melakukan kerusakan di muka bumi berarti memicu peperangan,
menyebarkan fitnah, dan menyebabkan kekacauan urusan dunia dan akhirat. Adapun
safih yaitu kurangnya akal dan rusaknya pemikiran.

Dalam Tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan fasad yang
dilarang adalah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan. Ini mencakup perilaku
seperti menyebarkan rahasia orang-orang beriman kepada orang-orang Kkafir,
menciptakan mengacaukan di kalangan orang-orang beriman dan menjauhkan mereka
dari ajaran Nabi Muhammad SAW serta menganggap kebaikan yang dibawa oleh Nabi
Muhammad SAW sebagai suatu kejahatan dan fitnah. (Al-Maraghi 1:83)

Majelis Hisbah Persatuan Islam (Persis) mendefinisikan kerusakan sebagai
seseorang yang merugikan orang lain, seperti terlibat dalam aib orang lain, dan
berdasarkan landasan hukum yang diuraikan di atas, tidak menganggap rokok sebagai
perusak atau fasad.

2. Merokok dianggap seperti perbuatan bunuh diri, berdasarkan sebuah ayat dan
berikut bantahannya: ) ) i o
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta benda yang
lain dengan cara yang salah, kecuali dengan cara jual-beli yang dilakukan antara kamu.
Dan janganlah kamu bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap
kamu” (Q.S 4:29).
Ayat tersebut tidak bisa membuat rokok itu haram bagi Dewan Hisbah Persatuan
Islam (Persis), karena yang dimaksud dengan bunuh diri itu adalah ketika seseorang
sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Allah menjadikan hal tersebut sebagai contoh
untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga hidup orang lain dan mendorong
dukungan antara sesama manusia.
3. Merokok tidak dianggap melampaui batas, berikut bantahannya:

Goaia]T &y F AT &) 152085 W5 akGsbikt o T T sy § Tl

“Dan berperanglah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tapi) jangan
melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas.” (Q.S 2: 190).

Ayat tersebut tidak tepat jika digunakan sebagai dalil untuk pengharaman
merokok, karena konsep al-i'tida dalam tafsir Al-Maraghi adalah melampaui batasan
yang telah ditetapkan, seperti yang diperbolehkan dan yang dilarang ole agama.
Terkadang, ini mencakup kelebihan dalam konteks makan dan minum hingga mencapai
titik kekenyangan yang tidak aman bagi kesehatan. (Al-Maraghi 8: 53)
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4. Merokok dipandang sebagai perbuatan berlebih-lebihan (israf), berdasarkan satu
ayat dan berikut bantahannya:

Ceayre 7 Seaye. 33 (22T s amyr. (28ye LA et L s LB Tl F L fe sl
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“Dan Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang cabang dan tidak bercabang, pohon
palem, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam buah-buahan, zaitun dan delima
yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya
(yang bermacam-macam jenisnya) bila sudah berbuah dan penuhkanlah hak-hakmu pada
hari panen (dengan memberikannya kepada fakir miskin); dan jangan berlebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Q.S 6: 141).

Dalam tafsir al-Qurthubi dijelaskan bahwa arti dari ayat tersebut adalah melarang
seseorang untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan kemudian menggunakan
barang tersebut pada hal yang tidak sesuai haknya. (Al-Qurthubi VII: 7).

Dan berkata Mujahid: “Dan jika (Abu Qubais) mendermakan satu dirham atau satu
mud dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia adalah orang yang israf”’ (Al-Qurthubi VII:
110).

Pernyatan tersebut menjelaskan bahwa merokok tidak dianggap sebagai bentuk
israf (berlebih-lebihan). Namun, merokok disandingkan dengan perilaku buruk, adapun
bantahanya:

“(yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasulullah, Nabi yang tegas yang (namanya)
mereka temukan tercatat dalam Taurat dan Injil yang ada, yang memerintahkan
mereka melakukan apa yang benar dan melarang mereka melakukan apa yang
munkar dan menghalalkannya bagi mereka. mereka. Segala sesuatu yang baik dan
mengharamkan segala sesuatu yang keburukan, dan membebaskan mereka dari
beban dan kekangan yang dipikulnya. Oleh karena itu, orang-orang yang
menghormatinya, membantunya, dan mengikuti cahaya yang diwahyukan kepadanya
(Al-Qur'an) adalah orang-orang yang beruntung.”. (Q.S 7: 157).

Ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan haramnya merokok. Dalam tafsir Al-
Maraghi, makna ayat tersebut adalah Allah melarang umat-Nya untuk mengonsumsi
apa-apa yang dianggap menjijikkan oleh hawa nafsu, seperti bangkai, darah yang
mengalir, dan harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti riba,
suap, ghasab, dan khianat. (Al-Maraghi 9: 83)

5. Merokok dipandang sebagai perbuatan menjerumuskan diri kepada kerusakan,
berdasarkan satu ayat danberikut bantahannya:

CriadedT Ll AT ) 5Ty 38IEIT ) w8l T2 5 AT Jue 3 Todasly
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“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan
dirimu ke dalam kehancuran, dan berbuatlah kebaikan, karena sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S 2 : 195).

Ayat tersebut mengajarkan bahwa kita harus melakukan upaya yang tulus untuk
membela Islam dengan semua sumber daya dan keterampilan yang kita miliki.
Kelambanan di pihak kita, menunjukkan kekalahan atau kejatuhan dari kasih karunia.
Oleh karena itu, ayat di atas tidak ada hubungannya dengan melarang merokok.

6. Merokok tidak dipandang sebagai perbuatan mengikuti setan, berdasarkan satu
ayat dan berikut bantahannya:

G 3 1K1 400 Shaan it T B Lk S e T § e T 20T 1B

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang ada di muka
bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak setan, karena sesungguhnya setan adalah
musuh yang sesungguhnya bagi kamu.” (Q.S 2 : 168).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa kita tidak boleh menjadikan sesuatu
yang sebenarnya tidak diharamkan oleh Allah menjadi haram bagi diri kita sendiri. Hal ini
dianggap sebagai kesesatan atau penyelewengan. Allah, yang menciptakan segala
sesuatu, telah memberikan izin untuk melakukan tindakan tersebut. Sebagai hasilnya,
tidak ada yang memiliki hak untuk menghalalkan atau mengharamkan tindakan
tersebut, dan kita tidak mampu memaksa Allah untuk menuruti keinginan kita. (Al-
Maraghi 8: 53) Ayat tersebut tidak secara khusus membicarakan haramnya merokok,
dan bahkan kita dilarang mengharamkan sesuatu jika Allah tidak mengharamkannya
terlebih dahulu.

Dasar Pertimbangan serta Dampak Implikasi
Maijelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
1. Dasar Pertimbangan
a. Pentingnya memperkuat upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan
fatwa tentang peraturan perundang-undangan merokok dalam rangka
keterlibatan upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara optimal dan
mewujudkan lingkungan hidup sehat yang merupakan hak setiap orang.
b. Pentingnya meninjau kembali fatwa Dewan Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah 2005 dan 2007 tentang undang-undang merokok.
2. Dampak Implikasi
Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh fatwa ini
terhadap masyarakat, diantaranya Fatwa rokok 2005 dan 2007, termasuk di antaranya
yang batal karena fatwa ini kemudian pengaruhnya terhadap masyarakat antara lain:
Pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Abdul Aziz tentang
Pengaruh Fatwa Muhammadiyah Tentang Haramnya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok
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Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten
Rembang), peneliti menarik 2 kesimpulan, yaitu : (1) Muhammadiyah telah melaksanakan
sosialisasi fatwanya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dari pusat hingga tingkat
cabang, termasuk melalui pengiriman surat edaran dari pimpinan wilayah hingga cabang,
serta melalui pengajian rutin oleh para pimpinan dari tingkat wilayah hingga cabang.
Meskipun Majelis Tarjih telah melakukan sosialisasi melalui situs internet, belum ada tindak
lanjut yang dilakukan terkait fatwa tersebut. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran
akan risiko yang ditimbulkan oleh rokok, baik bagi individu maupun orang lain. (2) Dampak
fatwa tentang larangan merokok masih belum terlihat secara signifikan pada umumnya,
terutama di kalangan warga Muhammadiyah. Hal ini disebabkan karena fatwa tersebut
hanya memiliki kekuatan moral dan tidak secara langsung mengikat dalam aturan hukum.
Oleh karena itu, jika fatwa ini tidak memberikan hasil yang nyata, dapat dianggap bahwa
keberadaannya hampir sama dengan tidak ada. Di sisi lain, meskipun banyak warga
Muhammadiyah yang mengetahui adanya fatwa larangan merokok yang dikeluarkan oleh
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, namun masih banyak di antara mereka yang tetap
enggan meninggalkan kebiasaan merokok. Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan
fatwa tersebut.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul Peran Fatwa Muhammadiyah tentang Hukum
Merokok dalam Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku terhadap Perilaku Merokok
oleh Muh Nur Akhsin Ridho dan Evi Martha, dijelaskan bahwa sebagian besar para
informan, baik yang merokok maupun yang tidak, atau yang pernah merokok memberi-
kan tanggapan positif terhadap fatwa yang melarang mrokok. Meskipun demikian, masih
ada pegawai di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah yang merokok, meskipun mereka
tidak merokok di lingkungan kantor. Beberapa di antara mereka merokok secara rahasia,
sementara yang lain mulai mengurangi konsumsi rokok. Beberapa informan yang
merokok memiliki niat untuk berhenti merokok setelah fatwa dikeluarkan, menganggap-
nya sebagai panggilan untuk taat dan melihatnya sebagai pengingat. Namun, sebagian
yang lain tetap merokok karena berbagai alasan. Di sisi lain, informan yang tidak merokok
berkomitmen untuk tetap tidak merokok setelah fatwa dikeluarkan, dengan alasan
karena dianggap haram dan juga untuk menjaga kesehatan. Bagi mereka yang pernah
merokok, fatwa ini menjadi penguat tekad untuk tidak kembali merokok.

Pengaruh atau konsekuensi fatwa tersebut terhadap larangan merokok secara
keseluruhan di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, khususnya bagi masyarakat
sendiri, memiliki efek yang bermacam-macam, namun secara umum belum memberikan
dampak yang nyata. Penyebabnya adalah sifat dasar dari fatwa yang hanya mengikat
secara moral, kurangnya kesadaran bahwa merokok memiliki dampak negatif bagi diri
sendiri dan orang lain, dan perbedaan pendapat yang dapat dianggap cukup seimbang
antara kelompok yang mengharamkan merokok dan menjadikannya berbahaya,
sehingga pesan dasar fatwa bahwa merokok itu berbahaya dan tidak boleh diamalkan.
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Intinya, orang percaya bahwa mereka memiliki kebebasan untuk memilih sudut
pandang mana yang akan dianut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fatwa ini tampaknya belum memberi-
kan dampak yang signifikan, sehingga ada kesan bahwa keberadaannya hampir tidak
berbeda dengan tidak adanya fatwa. Meskipun banyak warga Muhammadiyah yang
mengetahui tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, namun
sebagian dari mereka tetap enggan meninggalkan kebiasaan merokoknya.. Hal tersebut
menyebabkan terhambatnya penerapan fatwa haram merokok.

Dewan Hisbah Persis
1. Dasar Pertimbangan

Terdapat beberapa dasar pertimbangan bahwa Dewan Hisbah Persis memutus-

kan bahwa hukum rokok tidak haram, melainkan makruh, diantaranya:

a. Tidak terdapat dalil yang mengharamkan rokok.

b. Merokok tidak termasuk sebagai perbuatan yang bersifat fasad yang dimaksudkan
dalam Al-Qur’an.

¢. Tidak adanya unsur rokok yang termasuk khamr yang sifatnya memabukkan.

d. Tidak adanya nash beserta ‘illat yang kuat dan jelas.
Dampak Implikasi

Dikarenakan Dewan Hisbah Persis dalam fatwanya mengambil kesimpulan bahwa
hukum merokok itu makruh. Hal ini tidak terlalu memiliki dampak yang besar bagi
masyarakat, khususnya bagi masyarakat ormas Persis. Karena sifat dasar fatwa yang
tidak mengikat, yang mana Ketika ada fatwa haram sekalipun, seperti halnya fatwa
haram merokok dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tentunya, fatwa dari Dewan Hisbah
Persis yang makruh pun tentu tidak akan memberikan banyak dampak, bagi perokok
yang sudah terbiasa merokok, akan tetap merokok. Tetapi bagi golongan yang tidak
merokok serta sangat memperhatikan kesehatannya, dapat menjadikan fatwa ini
sebagai landasan, bahwa lebih baik mencegah hal yang sifatnya makruh.m

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik beberapa
kesimpulan, antara lain: (1) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Hisbah
Persis memiliki persamaan dalam latar belakang mengeluarkan fatwa hukum merokok. Hal
ini disebabkan karena jumlah perokok di Indonesia meningkat secara pesat terutama di
kalangan para remaja dan juga anak-anak, dan dikarenakan banyaknya pertanyaan-
pertanyaan dari jama’ah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis
mengenai hukum merokok. (2) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Hisbah
Persis dalam penetapannya terhadap hukum rokok, keduanya sama menggunakan dalil
nash. Namun, terdapat perbedaan diantara kedua ormas tersebut: (a) Hukum merokok
menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yaitu haram, hal ini disebabkan karena
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para ulama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah banyak beranggapan bahwa merokok
memiliki lebih banyak madharat daripada manfaat, sehingga merokok memiliki sifat yang
merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sehingga dikorelasikan dengan
nash-nash yang sifatnya memberikan arahan bagi manusia untuk tidak melaksanakan suatu
kemadharatan. Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan gqiyas juga dalam dalil yang
digunakannya. (b) Hukum merokok menurut Dewan Hisbah Persis yaitu makruh, hal ini
dikarenakan ulama-ulama Persis sepakat bahwa tidak adanya dalil ataupun nash yang
sifatnya sah dan shorih terhadap keharaman rokok. Merokok dihukumi haram dikarenakan
karena memiliki bau yang tidak sedap, sehingga merokok dianggap sebagai bukan
perbuatan yang terpuji. (¢) Perbedaannya dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiya,
Dewan Hisbah Persis tidak menggunakan giyas dalam menetapkan hukum merokok. (3)
Dasar pertimbangan dari kedua fatwa tersebut hampir mirip dengan latar belakang
diterbitkannya fatwa tersebut, yaitu meninjau kepada aspek kesehatan. Dampak implikasi
dari diturunkannya kedua fatwa tersebut terdapat sisi kesamaan serta perbedaan, hal ini
disebabkan karena keduanya memiliki kesimpulan hukum yang berbeda: (a) Bagi Majelis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki dampak perubahannya status fatwa yang asalnya
diperbolehkan pada tahun 2005 dan 2007, sehingga berubah menjadi haram. Namun, dalam
penerapannya di lingkungan masyarakat, fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
memiliki efek yang beragam, ada yang merespon secara positif, ada yang secara negatif,
bagi perokok ada yang meminimalisir, bagi yang tidak merokok ada yang menjadikan fatwa
tersebut sebagai penguat agar tidak merokok, bagi mantan perokok menjadikan fatwa
tersebut sebagai landasan agar tidak merokok lagi. Namun secara umum tetap saja kembali
pada sifat dasar fatwa yang tidak memaksa, ditambah sulitnya meninggalkan kebiasaan
merokok bagi yang sudah kecanduan, walaupun itu warga Muhammadiyah tersendiri.
Sehingga dapat dikatakan, berpengaruhnya fatwa kembali lagi terhadap kesadaran
masyarakat itu sendiri. (b) Bagi Dewan Hisbah Persis yang berpendapat bahwa hukum
merokok itu makruh, dengan artian tidak memaksa, namun lebih baik ditinggalkan.
ditambah dengan sifat fatwa yang tidak mengikat, memiliki pengaruh yang tidak terlalu
terlihat, karena tetap saja dalam pelaksanaannya, kembali bagi jama’ahnya tersendiri.
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